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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB menerapkan 

pengelolaan keuangan desa dengan terlebih dahulu menginput 

anggaran pendapatan dan belanja sebelum menyimpulkan laporan 

keuangan anggaran desa bulanan. Tahapan awal dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini 

adalah penyusunan RKPDesa melalui MUSDUS dan MUSDES yang 

acuannya dari RPJMDesa tahun yang akan datang, dan penyusunan 

APBDesa sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018  

pengelolaan keuangan desa.Pengelolaan keuangan Desa Sangian 

tahun 2021 anggaran  mendatang sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan 

desa. 

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sangiang 

Tahun 2021 Kecamatan Wera Kabupaten Bima NTB 

1.Masyarakat kurang terlibat aktif.      

Namun, ketika masyarakatdidorong untuk memperdebatkan 

pembangunan desa, perangkat desa lebih cenderung memilih inisiatif 

mana yang akan diusulkan dan di mana implementasinya. Ketika 

peneliti melakukan penelitian, masyarakat menganggap dialog desa 

dan upaya pembangunan hanya formalitas belaka. Aparat desa pada 
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umumnya bertugas mengelola keuangan desa, dan banyak warga yang 

hanya mengamati pertemuan warga tanpa menyumbangkan ide apapun 

2. Aturan Dalam Pemerintahan  

Karena aturan pemerintah tingkat kabupaten, terutama yang terlambat 

dirilis dan diubah, pengelolaan Dana Desa 2021 di Desa Sangiang 

tidak berfungsi maksimal. Akibatnya, tanggung jawab pengelolaan 

Dana Desa tidak berjalan maksimal. 

B. Saran  

Dengan mempertimbangkan kesimpulan dari pembicaraan dan tujuan 

yang telah ditetapkan, penulis berusaha untuk memberikan proposal 

yang solid yang akan membantu pemerintah desa di Sangian, 

Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. 

1. Selain itu, perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan atau 

memperkuat pemerintahan desa, khususnya penyandang dana di 

desa Sangiang, Kecamatan wera kabupaten bima Untuk 

memastikan pengelolaan keuangan Desa Sangiang sesuai UU No 6 

Tahun 2014 dan Permendagri No 20 Tahun 2018. 

2. Agar seluruh masyarakat dapat mengakses semua kegiatan yang 

berkaitan dengan administrasi, pemerintah desa Sangiang harus 

menjunjung tinggi konsep keterbukaan dalam semua pembelian 

dan pengeluaran. 
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